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Salinan P U T U S A N

Nomor 4364/Pdt.G/2019/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pengguagt,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan Swasta,  tempat  kediaman di  Kecamatan  Babakan

Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

    melawan

Reggy Goeslaw bin Agoes, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut. 

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat  dan saksi-saksi di

persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  19

Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  4364/Pdt.G/2019/PA.Cbn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal   28 April 2018,

berdasarkan kutipan akta nikah nomor   0340/104/IV/2018  tertanggal   28

April  2018,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

 Babakan Madang, Kabupaten Bogor; 
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di   Kecamatan Babakan

Madang, Kabupaten Bogor; 

3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  dan dikaruniai  1 orang anak bernama

Bilfaqih Reggy Attarahman, laki-laki, usia 7 bulan;

4. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  rukun  dan harmonis  akan tetapi  sejak 

Februari  2019 terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang

disebabkan:

a. Tergugat dan Penggugat berselisih faham mengenai nama anak dan

tergugat tiak perduli terhadap anak padahal saat itu anak Penggugat

dan Tergugat sedang sakit.

b. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga

kepada Penggugat.

c. Tergugat  seringkali  berkata-kata  kasar  kepada  Penggugat  dan

menyumpahi Penggugat dan anak yang tidak-tidak.

d. Tergugat  tidak  maksimal  dalam  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat, sejak bulan Februari 2019 hanya Rp 200.000,- perbulan,

bulan Maret Rp 700.000,- perbulan, bulan Mei 2019 Rp 700.000,- per

bulan, bulan Juni Rp. 2000.000,- , Agustus Rp. 1000.000,-; 

5. Bahwa  pada  Februari  2019  merupakan  puncak  permasalahan  dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  disebabkan  Penggugat  sudah

merasa  tidak  cocok  dan  tidak  nyaman  lagi  berumah  tangga  dengan

Tergugat  dan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  melakukan

hubungan layaknya suami dan istri  lagi  dan sekarang antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas; 

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil; 

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat  dibina

dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah,  tidak  tercapai.  Penggugat  merasa  menderita  lahir  bathin  dan

sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  meneruskan  rumah  tangga  dengan

Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian; 
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Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  mohon  dengan  hormat

kiranya  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Cibinong  cq.  Majelis  Hakim  yang

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat  dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan

tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya,

tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator  H.

Mumu,  S.H.,M.H. namun  upaya  tersebut  juga  tidak  berhasil  sebagaimana

termuat dalam laporan mediator tanggal 3 September 2019 karena Penggugat

tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai,  selanjutnya dibacakan

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  telah

mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

; Bahwa  Tergugat  menolak  dalil-dalil  Penggugat  seluruhnya  kecuali  yang

secara tegas diakui;

; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang

tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Babakan  Madang,

Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Nikah No. xxxxxxxxx;

; Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

tingga bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak laki-

laki yang bernama xxxxxxxxx;

; Bahwa benar sejak lebih 6 (enam) bulan terakhir diantara Penggugat dan

Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan meskipun

pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian,
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namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus

menerus;

; Bahwa  tidak  benar  Tergugat  tidak  maksimal  dalam  memberikan  nafkah

terhadap  anak  dan  istri,  namu  ada  kondisi  dimana  Tergugat  memiliki

keperluan lain dalam urusan finansial;

; Bahwa  tidak  benar  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  kasar  dan

menghina Penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi;

; Bahwa benar  Tergugat  dan Penggugat  serta  keluarga dari  Tergugat  dan

Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya

pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi;

; Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 1 tahun 9 bulan itu

tidak  dapat  lagi  menjalin  hubungan  untuk  saling  berbagi  kasih,  saling

menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi

pekerti  terhadap anak dari  Penggugat  dan Tergugat.  Akan tetapi  semua

hubungan itu  dapat  dijalin  apabila  Penggugat  sadar  dan harus  bersikap

untuk saling memahami;

Menimbang,  bahwa atas  jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

gugatan,  kemudian  Tergugat  mengajukan  duplik  secara  lisan  yang  pada

pokoknya tetap pada jawaban semula. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxxxxx  bertanggal  28  April  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kecamatan

Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan ternyata cocok dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut.

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  tertulis,  Penggugat  telah  pula

menghadirkan  3  orang  saksi  di  persidangan  yang  menerangkan  di  bawah

sumpah yaitu: 

1. Saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
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; Bahwa saksi kakak Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai

suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki; 

; Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  sekitar  awal  tahun  2019 sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya; 

; Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  awalnya  adalah

perberdaan pendapat mengenai nama anak, saksi pernah menyaksikan

cekcok  mulut  dan  memar  di  tubuh  Penggugat  akibat  pertengkaran,

kemudian sejak bulan Februari 2019 Tergugat mulai jarang pulang dan

nafkah  serta  perhatian  Tergugat  juga  mulai  berkurang  dan  sejak  itu

keduanya pisah ranjang;

; Bahwa  keluarga  sudah  berusaha  menasihati  Penggugat  tetapi  tidak

berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

; Bahwa saksi sebagai paman Penggugat. Penggugat dan Tergugat suami

istri dengan seorang anak laki-laki usia 7 bulan;

; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering

bertengkar sejak sekitar awal tahun 2019, penyebabnya masalah nama

anak karena keduanya berbeda pendapat;

; Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari

2019,  upaya  damai  keluarga  tidak  berhasil  dan  saksi  tidak  sanggup

mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  bantahannya   Tergugat  juga

telah mengajukan  seorang  saksi  dan telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yaitu:

; Saksi T 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

; Bahwa  saksi sebagai paman Tergugat, kenal Penggugat dan Tergugat

sebagai suami istri yang dikaruniai seorang anak laki-laki;

; Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

rukun sejak sekitar awal tahun 2019, saksi sudah nasihati dan memberi

saran Tergugat untuk berupaya kembali rukun namun Penggugat tidak
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bersedia, keluarga sudah cukup mendamaikan kedua pihak namun tidak

berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;  

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan

Tergugat  telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya

menyerahkan  kepada  pertimbangan  Majelis  Hakim  sebab  Penggugat  tetap

bersikeras pada gugatannya semula.

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  majelis

hakim  menunjuk  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan untuk

memeriksa  perkara  a  quo,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut  untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal  121

dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  mengenai  gugatan  perceraian

yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di

Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah

Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

Pengadilan  Agama  Cibinong  secara  absolut  maupun  relatif  berwenang

mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak

yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  secara  optimal  agar  rukun  dan  kembali  membina

rumah  tangga,  tetapi  tidak  berhasil,  bahkan  upaya  mediasi  sebagaimana

PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator H. Mumu,

S.H.,M.H. juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan terhadap perkara ini,

maka  yang  menjadi  hal  pokok  adalah  Penggugat  menggugat  cerai  dari

Tergugat  dengan  alasan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai

dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  pada

pokoknya  mengakui  tentang  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

berulangkali  terjadi,  namun  Tergugat  menolak  dinyatakan  tidak  maksimal

menafkahi  sebab  Tergugat  tetap  maksimal  menafkahi  tetapi  Tergugat  ada

keperluan lain yang harus dipenuhi dan Tergugat juga membantah dalil gugatan

Penggugat  yang  menerangkan  Tergugat  bersikap  kasar  dan  menghina

Penggugat saat  terjadi  pertengkaran,  oleh karenanya   Tergugat  menyatakan

menolak bercerai.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya tetap

pada  gugatannya,  selanjutnya  dalam  duplik  Tergugat  pada  pokoknya

menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat.

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dalam  jawab-menjawabnya

membenarkan  dan  mengakui dalil-dalil  gugatan  Penggugat  sepanjang

mengenai  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  namun  oleh  karena

Tergugat  membantah  dalil  Penggugat  mengenai  penyebab  perselisihan  dan

perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap

berlaku  beban  pembuktian  dan  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya
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Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang,  bahwa  bukti  P membuktikan  tentang  ikatan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik,

dikeluarkan  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang,  bermeterai  cukup,  telah

disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya

tidak diperoleh bantahan dari  Tergugat,  oleh karena itu telah sesuai  dengan

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian

yang sempurna dan mengikat. 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan

keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim

menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi

sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  Penggugat  merupakan keluarga/orang

terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi

tersebut  berdasarkan atas pengetahuannya,  saling berkaitan satu sama lain

dan  relevan  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tentang  terjadinya

perselisihan  yang  terus-menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  terhadap

Penggugat  dan  Tergugat  keluarga  telah  berusaha  menasihati  dan

mendamaikan namun tidak berhasil bahkan telah beakibat pisah rumah sejak

awal tahun 2019 dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan

dua  orang  saksi  Penggugat  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana

maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan

Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai

pembuktian.  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah mengajukan bukti seorang saksi yang memberikan keterangan di depan

sidang dan terlebih dahulu telah disumpah, menerangkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak sekitar awal tahun

2019,  keterangan  saksi  Tergugat  meski  hanya  seorang,  justru  relevan dan

sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa upaya damai tidak

berhasil bahkan telah terjadi pisah rumah, sehingga terbukti dalil Penggugat
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mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,

Majelis Hakim  telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  suami istri  dan  dikaruniai  seorang anak

bernama Bilfaqih Reggy Attarahman, laki-laki, usia 7 bulan.

2. Bahwa sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus antara Penggugat dan Tergugat.  

3. Bahwa upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali dan

sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis

hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan

sebagaimana tertera dalam Al Qur’an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, “Dan

di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia  menciptakan untukmu isteri-

isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram

kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

3 Kompilasi  Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit

untuk diwujudkan lagi.

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  sidang  perkara  ini  Majelis  Hakim

selalu  menasihati  Penggugat  untuk  mengurungkan  niatnya  bercerai  namun

sikap  Penggugat  selalu  menunjukkan  penolakannya  terhadap  upaya  damai

yang dilakukan Majelis, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Penggugat  sudah  kehilangan  rasa  kasih  sayang  kepada  Tergugat  sebagai

suami  istri,  Penggugat  tidak  lagi  bersedia  mentolerir  kekurangan  Tergugat

sebagaimana  Tergugat  bersedia  untuk  berupaya  mempertahankan  rumah

tangganya dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-

masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun
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1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

maupun batin, yang satu kepada yang lain. 

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap

hingga  menyebabkan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  Majelis  menilai  tidak  lagi  perlu  dibuktikan

kebenarannya  lebih  jauh  karena  pada  dasarnya  sudah  terbukti  antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang

sulit dirukunkan kembali, komunikasi kedua pihak telah memburuk, bahkan

Penggugat sudah menghindari Tergugat dengan pisah rumah. Adapun upaya

damai yang dilakukan oleh keluarga tidak membuahkan hasil positif sebab

Penggugat  tetap bersikukuh untuk bercerai  dan tidak bersedia  menerima

tawaran Tergugat untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta tersebut  serta kesimpulan

Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil

gugatan  Penggugat  tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan Tergugat  telah  terbukti,  maka Majelis  Hakim sependapat

dengan ahli fiqh yang menyatakan,

الربطة                   تصبح حيث و صلح ول نصح فيه ينفع ولم الزوجية الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار قد
يحكم          أن معناه الستمرار لن روح غير من صورة .     الزوجية روح     تأباه هذا و المؤبد بالسجن الزوجين أحد على

                                    .العدالة
Artinya: Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan  rumah

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

perdamaian  di  mana  hubungan  suami  isteri  telah  hampa,  karenanya

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

juga   sependapat  dengan   Yurisprudensi   Mahkamah   Agung   Rl   No.   44

K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "Bahwa oleh karena

percekcokan terus-  menerus dan tidak dapat  didamaikan kembali  dan telah
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terbukti  berdasarkan  keterangan  saksi,  maka  dapat  dimungkinkan  putusan

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut',

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,

maka  mengakhiri  sengketa  rumah  tangga  dengan  cara  memutus  tali

perkawinan melalui  perceraian merupakan alternatif  terbaik  dan memberikan

kepastian  hukum  bagi  Penggugat  untgk  melanjutkan  dan  mengusahakan

kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah

terbukti  kebenarannya  dan  telah   memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 296.000,- ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  9 Safar 1441 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai

Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis M.H. Hakim-Hakim sebagai
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Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  Selasa tanggal  08  Oktober  2019 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  8

Safar  1441 Hijriyah,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh

Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. Arwendi Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Ttd.

Drs. H. Mukhlis M.H. Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,-
-  Biaya Proses : Rp 50.000,-
-  Panggilan : Rp 180.000,-
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
-  Redaksi : Rp 10.000,-
-  Meterai : Rp                 6.000,-
J u m l a h : Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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